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ABSTRAK

Pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan suatu hal
yang niscaya dan pasti. Kenyataan tersebut disebabkan oleh banyak faktor.
[hantara faktor vang paling utama adalah perubahan sosial dalam masyarakat
Indonesia vang cenderung bergerak cepat seiring dengan semakin majunva
teknologi dan informast dewasa ini, yang dengan sendirinya menuntut pula
pengembangan hukum keluarga Islam sebagai salah satu bentuk kontroi sosial
{social control). Dalam kerangka inilah mazhab Syafi’i selaku mazhab yang
dianut mayoritas muslim Indonesia memainkan peranan yang vital dan tentu saja
akan sangat berpengaruh dalam upaya pengembangan hukum keluarga tersebut,
karena itu, hal mendasar yang ingin dicari jawabannya dalam penelitian skripsi
yang berjudul ‘Pengarubh Metode Istinbat Hukum Asy-Syafi’i Dalam
Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia’ ini adalah, bagaimana
pengaruh metode istinbat hukum asy-Syafi’it dalam pengembangan hukum
keluarga Islam di Indonesia? serta apakah ia bersifat responsif dan akomodatif
terhadap ide pengembangan tersebut?

Untuk menjawab dua spektrum di atas dalam penelitian int digunakan
pendekatan Normatif-Sosiologis yvakni dengan melakukan peninjauan terhadap
kaidah-kaidah istinbat asy-Syafi’i serta menclaah berbagai materi perundangan
yang terkait dengan melihat beragam pandangan sosiologis hukum mengenal
perubahan masyarakat dan kaitannva dengan ide pengembangan hukum keluarga
tersebut, sedangkan data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa secara
simultan antara deduktif dan induktif karena dirasa lebih cocok untuk sampai pada
detil masalah.

Setelah diadakan penelitian vyang komprehensif dan seksama didapat
kesimpulan dinataranya adalah ditemukan bahwa metode-metode istinbat hukum
asy-Syafi’i sangat berpengaruh besar dalam pengembangan tersebut khususnya di
fase-fase awal dam pengembangan tersebut, namun ketika diadakan analisa
terhadap data-data vang diambil di masa-masa akhir i (khususnya pasca
kemerdekaan hingga sekarang) pengaruh tersebut sedikit demi sedikit
menunjukkan penurunan, keadaan i1 setelah diamati fernyata ditemukan
kecenderungan bahwa metode-metode istinbat hukum asy-Svafi’i tersebut kurang
mampu secara penuh memberikan saluran-saluran bagi perubahan yang ada dalam
masyarakat sebab, pola istinbat al-Qur’an-Sunnah-ljma’-Qiyas ala asy-Syafi’s
tersebut terkesan ‘sempit’ sehingga memang perlu diadakan metode-metode lain
vang mampu memberikan jawaban vang tuntas bagi perkembangan zaman yang
semakin komplek ini.
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BAB1
PENDAHULUAN

A, Latar Belékang Masalah

Sebagai sebuah agama yang membawa rahmat bagt seluruh alam semesta’
dan satu-satunya ad-din vang diakui Allah Swt.” Islam memiliki dua dimensi
yang merupakan karakteristik serta fondasi awal bagi tegaknya seluruh ajaran
Istam.” Pertama adalah idealitas ilahiyah. Yang dimaksud dengan idealitas
ilahiyah adalah segala ketentuan Allah Swt pada dataran doktrinal-teclogis yang
dituangkan dalam praktikal implementatif* Masuk dalam kategori tersebut
adalah hal-hal vang berkenaan denmgan sistem keyakinan (tauhid), tbadah
mahdak, serta hukum yang gat fy dalalah. Pada tataran ini, ajaran Islam tampak
statis dan melangit Kedua adalah realitas insantyah yattu ajaran Islam vang
bersimggungan dengan kenyataan sosial kemasyarakatan {(muammalat). Pada
dimensi inilah, ajaran Islam dituntut untuk bersifat realistis dan membumi,
schingga produk akhir yang dihasitkan akan mencerminkan apa yang
diistilabkan oleh Muslehudin sebagai “hukum positif dalam bentuk vang ideal’’

Dengan dua dimensi tersebut, tidakiah berlebihan bila Islam oleh penganutnya

! Diutusnya Rasul Saw yang membawa risalah terakhir merupakan puncak dari seluruh
rahmat yvang diberikan Allah Swi pada alam semesta ini lihat, Al-Anbiya (21): 107.

* Al “Imran (31): 19.

* Faisal Ismail, Islam Ideatitas Haohiyah don Realitas Insantyyah, cet. 1 {Yogyakarta: Adi
Wacana, 1999), him. ix.

4 thid.

* Muhammad Muslehuddin, Filsofat Hulanm Isiom dan Pemikiran Orientalis: Studi
Perbandingan Hukwm Islam, alih bshase Yudian Wahyudi dkk, cet. 2 (Yogyakarta: Tiara
Wacana, 1997), him. 45.



dianggap bersitat universal dan menyeluruh, karena berafiliasi pada ukhrawi dan
duniaw1 sekaligus.

Keadaan di atas juga terjadi di Indonesia yaitu antara idelitas dan realitas
tersebut saling berhadapan dan mengarah pada berbagai usaha untuk
‘mengawinkannya’ agar didapat buah yang benar-benar berkualitas dan “sehat’
dikonsumsi.

Sebagai mazhab hukum yang tertua dan paling banyak dianut di
kawasan Asia Tenggara (khususnya Indonesia)’ sudah barang tentu mazhab
Syatfi’1 sangat mewarnat berbagai bentuk keberagamaan masyarakat Islam mulai
dari ibadah sampai pada muammalat kemasyarakatan seperti perkawinan,
kewarisan, ekonomi, politik dan sebagainya.

Keberadaan mazhab Syafi’i di Indonesia secara historis memang sebagai
suatu ‘kebetulan’ yang diakibatkan proses Islamisasi yang dikenalkan oleh
pemeluk Islam (muslim) yang bermazhab Syafi’i, namun di sisi vang lain
sesungguhnya hal ini juga disebabkan oleh tipikal mazhab Syafi’t yang
cenderung moderat antara Maliki dan Hanafi.’

Ratno Lukito mencatat bahwa sesungguhnya di awal masuk dan
berkembangnya Islam terjadi semacam kompetisi berebut pengaruh antara
hukum Islam di satu sisi dengan adat masyarakat pribumi di sisi yang lain,

dalam hal ini diistilahkannya sebagai pergumulan antara hukum Islam dan

S 1 ihat. M.B. Hooker, Undang-Undang Islam Di Asia Tenggara, penterjemah Rohani
Abdul Rahim dkk, Cet. 1 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991).

7 Munawir Svadzali, /slam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan, cet. 1 {Jakarta: Ul
Press, 1997), him. 56-57.




hukum adat di Indonesia.® Hal ini mengandung pemahaman bahwa Islam datang
tidak pada suatu ruang yang hampa dari norma-norma hukum maupun adat
karena rtu mudah dimengerti mengapa pada fase-fase selanjutnya hukum Islam
int selalu bersinggungan secara langsung maupun tidak dengan norma-norma
setempat tersebut.

Disadari maupun tidak, sampai saat ini sebenarnya hukum Islam itu
sendirt masih terus berproses untuk dapat menyajikan produk-produk yang
sesuai dengan perubahan zaman serta realitas yang ada, hal ini bukan berarti
hukum Islam bersifat imkonsisten, namun justru menunjukkan elastisitas dan
kapabilitas hukum Islam dalam merespon perubahan zaman vang bergerak
sangat cepat tersebut.

Dalam bingkai inilah sebenarnya hukum Islam itu memang sudah saatnya
direaktualisasikan, sebab rumusan-rumusan hukum vang digali oleh ulama
muslim beberapa abad silam banyak yang dirasakan tidak sesuai lagi diterapkan
di masa ini, dalam hal ini khususnya mazhab yang dibangun oleh imam Syafi’i
vang terfokus pada rumusan hukum perdata (al-Akwal asy-Syakhsiyvalh), hal
mt tercermin dari keinginan sejumiah sarjana muslim Indonesia untuk
melakukan pembaharuan dalam kajian-kajian hukum Islam.

Tokoh-tokoh yang dapat disebutkan di sini adalah Hasbi, Hazairin,
Munawwir, Torahim Hossen, Busthanul Arifin dan Atho Mudzhar, adapun isu

vang diangkat adalah perlunya pembaharuan hukum Islam dalam segenap aspek

$ Ratno Lukito, Pergumulan antara Hukwm Islom dan Adat & Indonesia {Jakarta: INIS,
1998}, him. 18-19.

* Sebagai contoh tentang Wali Muibir. Libat. Sudirman Tebba, Sosiofogi Hukum Islam,
cet.2 (Yogyakarta: Ul Press, 2003), him. xi.



Ev

agar didapatkan hukum Islam yang salih likulli makan wa zaman. Adapun
contoh kongkrit dari upaya tersebut dapat dilihat dengan lahirnya KHI, sebab
materi yang dikandungnya cukup mencerminkan semangat pembaharuan hukum
Istam tersebut.

Sebelum tahun 1974 (tahun diundangkannya UU Perkawinan) hukum
perkawinan mushim Indonesia hanya diambil dari kitab-kitab fikih yang beredar
di tanah air, yang nota bene merupakan produk ijtihad mujtahid masa lampau,
yang dengan sendirinya sudah kurang sesua: diterapkan, sebab perubahan dalam
masyarakat sudah sedemikian rupa sehingga lahirnya UU mi sangat penting
artinya bagi pengembangan hukum keluarga pada fase berikutnya.

Seiring dengan diberlakukannya pula KHI pada tahun 1991" -vang bahan
dasar dart kompilast tersebut sebagian besar kitab-kitab fikih berazaskan
mazhab Syafi’i dalam perumusan hukumnya- arah pengembangan hukum Islam
tersebut semakin menunjukkan bentuk yang mulai menuaikan hasil sepertt yang
diharapkan, kendatipun setelah dirumuskan ternyata tidak semua materi KHI

tersebut vang murni Syaft’i,'' hal ini dapat dilihat misalnya rumusan pasal 209

0 ¢ ahirmya KHY vang digagas oleh Busthanul Arifin ini didorong ofeh ketidakseragaman
putusan pengadilan dalam kasus yang samaz hal ini disebabkan halim dalam putusannya
mendasarkan pada kitab-kitab fikih vang berbeda, meskipun pada tahun 1958 sudah ada usaha
untuk itu -vakni dengan keluarava surat edaran Birc Peradilan Agama No. 8/1/735 tanggal 18
Februari tahun 1958 sebagai pelaksana PP. No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan
Agama di luar Jawa dan Madura yang merekomendasikan 13 lotab filih dalam menangani
perkara- namun dalam prakteknya ternyata bal ini kurang efisien, maka lahirlah KHI yang salah
satu tujuannya adalah untuk dijadikan rojukan bagr para hakim dalam mermituskan perkara agar
didapat kepastian hukum. Lihat Amrulish Alumad dkk Dimensi Hukim Islam dalam Sistem
Hukum Nasional: Mengerang 63 tahun Prof. Dr. H. Busthawul Arifin, SH. Cet. I {Jakarta: Bina
Insani Press, 1996}, him 10-11.

" Talur penelusuran kitab-kitab fikih yang dilakukan dalam KHI mencakup 38 kitab fikih,
diantara kitab-kitab tersebut vang berhaluan mazhab SyaB’i misalnya;, Syargawi ‘Ala Tabrir, al-
Bajuri, Nikayah al-Mubtaj, Fanat at-Talibin, Al-Agidah wa asy-Syari’ah, ALUmm, Al-Wajiz,
Fath Al-Wahhab dan yang lainnya. Lebih jelas lihat Bab I skripst ini, him. 67-68.




vang memuat tentang aturan anak angkat (wasiat wajibah). Dalam rumusan
pasal 209 KHI tersebut sangat nampak sekali upaya para ulama (penyusun KHI)
untuk mengakomodast ‘nilai-nilai’ setempat yang hidup dalam masyarakat
{adat), hal ini bila dilihat pada ajaran Islam sendiri hal ini tidak mendapat cukup
tempat untuk bisa diterima. Langkah besar ini dengan sendirinya memunculkan
berbagai polemik antara yang mendukung dan menentang. Terlepas dari itu
semua hal yang menarik bagt kami adalah bahwa upaya-upaya tersebut sudah
cukup jauh dari apa yang pernah dirumuskan oleh ulama klasik, bahkan bila
dibandingkan dengan negara lain Indonesia dinilai cukup berani dan maju."

Dari deskripsi diatas, ada kecenderungan dalam masyarakat muslim dunia
khususnya Indonesia, untuk melakukan berbagat upaya reformulasi berbagai
rumusan-rumusan hukum (dalam hal im hukum keluarga) vang pernah
dilakukan oleh sarjana-sarjana muslim beberapa abad lalu, sebab memang bila
diamati rumusan-rumusan tersebur dirasakan kurang begitu cocok lagi untuk
diterapkan di masa ini.

Sebagai mazhab hukum vang paling banyak dianut mustim Indonesia,
mazhab Syafi’i tentu saja akan memberikan andil serta kontribusi yang cukup
besar dalam arah pengembangan dan pembaharuan hukum keluarga Islam,
sepertt tercermin dalam KHI, meskipun -sekali lagt dijelaskan- kendatipun
bahan dasar KHI tersebut kitab-kitab fikih asy-Syafi’t cukup signifikan namun

dalamn rumusan pasal-pasal nampak ada ‘pertimbangan-pertimbangan’ baik

2 Atho Mudzhar, “Hukum Keluarga di Dunia Islam Modem: Suatu Studi Perbandingan”
Mimbar Hukum: Aktmalisasi Hukum fstom, No. 12. Th. Ke-V (Jakarta: Ditbinbapera dan Al-
Hikmah, 1994}, him. 33




eksternal maupun internul yang mengakibatkan banyak diantara pasal-pasal
tersebut yang kelihatan “ganjil’ sebab memang sebelumnya hal tersebut belum
terjamah ataupun sedikit berbeda dengan rumusan-rumusan hukum yang

bertebaran dalam kitab-kitab fikih ulama sa/af

B. Pokok Masalah

Dari uraian diatas untuk mendapatkan pemahaman vang utuh maka
peneltian 1 difokuskan pada:
1. Bagaimana pengaruh metode istinbat hukum asy-Syafi’i dalam upaya
pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia ?
2. Apakah metode istinbat hukum asy-Syafi’i memberi ruang gerak bagi

rumusan-rumusan hukum baru?

€. Tujuan dan Kegunaan
Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka
tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan gambaran vang jelas tentang pengaruh metode
istinbat  hukum asy-Syafi’i terhadap wupaya pengembangan hukum
keluarga Islam di Indonesia.

2. Untuk mengetahui apakah metode istinbat hukum asy-Syafi’i bersifat
responsif dan memberi ruang gerak bagi pengembangan hukum keluarga

Islam di Indonesia ataukah sebaliknya.
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Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah

keilmuan, khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam.

]

Sebagai stimulan bagi studi berikutnya yang lebih komprehensif.

(%)

Sebagai syarat untuk merath gelar sarjana dalam kajian hukum keluarga

Islam di fakultas Syart’ah.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran yang penulis lakukan baik sebelum maupun selama
proses penyusunan skripsi ini, memang cukup banyak tulisan-tulisan baik yang
termuat dalam bentuk buku, makalah seminar, jurnal, buletin sampai dalam
bentuk disertasi, tesis maupun skripsi vang mengangkat tema sekitar
pengembangan dan pembaharuan hukum keluarga Islam, namun karena
keterbatasan penulis, hanya akan dijelaskan tulisan-tulisan yang secara langsung
berkaitan erat dengan penelitian ini.

Nourouzzaman Shiddiqi, dalam bukunya “fikih Indonesia Penggagas dan
Gagasannya * menyoroti sosok Hasbi lengkap dengan otobiografinya serta ide-
1de segar Hasbi yang dimunculkannya di era "40-an . Hasbi menurutnya, adalah
orang vang pertamakali mencetuskan ide tentang perlunya diadakan kajian
hukum Islam yang diaplikasikan dalam nuansa dan nilai-nilai ke Indonesiaan
{meminjam istilah penulisnya ‘Fikith Indonesia’). Studi vang dilakukan
Nourouzzaman tersebut dilanjutkan dengan menguratkan beberapa aspek tetang

pembaharuan hukum Islam dan filsafat hukum Islam dan diakhir tulisannya




dengan sedikit panjang lebar dipaparkan mengenai hal-hal yang pernah
‘digarap’ dalam itihad Hasbi, misainya tentang hukum jabat tangan, shalat
jum’at, zakat dan sebagainya. Hal lain yang patut dicatat yaitu mengenai sistem
hukum vang digunakan Hasbi vang berpijak pada prinsip istislah yang
berasaskan keadilan dan kemaslahatan serta sadd az-Zari‘ah.”

Membaca lebih jauh tulisan di atas nampaknya pemikiran Hasbi tersebut
memang termasuk hal yang baru di alam Indonesia pada saat itu, dan langkah
strategis yang dimunculkan Hasbi tercermin pula dari metode usulnya yang
lebih dekat pada mazhab Hanafi dengan lebih menekankan pada aspek analogi
deduktif "“dan lebih kedalam lagi ia menggunakan pula metode komparasi vang
cenderung besifat ekletisme (lalfig), karenanya secara sadar maupun tidak,
sesungguhnya Hasbi telah melakukan lompatan pemikiran yang besar -diera itu-
sebab kungkungan mazhab Syafi’i yang sangat mengakar dalam hati muslim
Indonesia selama im diterobosnya dengan menawarkan metode-metode yang
lebih bercorak Hanafi-Maliki dengan berbagai pertimbangan (khususnya aspek
maslahat dan ‘urf)

thrahim Hosen dalam artikelnya vang dimuat dalam AMimbar Hudum
Menyongsong Abad ke- 21; Dapatkah Hukum Islam Direaktualisasikan?. Pada
awal tulisannya mencoba memberikan batasan yang cukup mengenai

terminologi syari’ah dan fikih. Syari’ah dan fikih menurutnya, adalah dua hal

i3

Nouwruzzaman Shiddiqi, Figift Indonesic Penggagas danr Gagasarmya, ceb. 1
{Yogvakarta: Pustaka Pelajar, 1997), him. 65.

Y 7hid, him. 69.

Ulbrahim  Hossen, “Menyongsong Abad Ke- 21: Dapatkah Hukum Islam
Direaktualisasikan?” Mimbar Hukum :Akwalisasi Hukum Islam, No. 12 tahun ke V {Februari:
1994}, hlm 1- 16



yang berbeda namun dalam keseharian ternyata kedua istilah ini sering disalah
artikan. Syari’ah dan fikih memiliki perbedaan pada status dan penerapannya.
Syart’ah memiliki status gaf 7y, yang berarti kebenarannya bersifat mutlak, tidak
bisa ditambah maupun dikurangi sedikitpun dan dalam penerapannya harus
diamalkan tanpa memperdulikan kondisi zaman dan tempat. Adapun fikih,
statusnya zamny, artinya kebenaran fikih selalu bersifat relatif, dengan begitu

antara benar dan salahnya masih berimbang, hanya saja menurut mujtahidnya

beberapa ciri yang bersifat fundamental diantaranya; kebenarannya nisbi,
wataknya berbeda, elastis dan dinamis, tidak mengikat, mengutamakan
kemaslahatan dan sebagainya. Hal lain yang urgen dalam tulisan ini adalah ide
beliau tentang kemungkinan memfikihkan nas gar‘y. Seperti telah dipahami
bahwa nas g¢ar‘jy tidak memberi peluang adanva ijtthad, namun Hossen
mengingatkan bahwa kategorisasi gaf Jy-zanny juga merupakan produk ijtihad
sehingga menurutnya:

...maka pada hemat saya mungkin akan ditemukan beberapa nas atau
hukum yang, dahulu, statusnya dinilai qgat’iy dari segala segi, akan tetapi
bukanlah tidak mungkin ia mengandung dimensi-dimens: zanny, oleh karena
itu, jika setelah dilakukan penehitian temyata menunjukkan demikian, tentu ia
masih terbuka kemungkinan untuk difikihkan.”’

Masih dalam mimbar hukum, Atho Mudzhar mengetengahkan tulisan

“Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Suatu Studi Perbandingan.”® Atho

1 fhid | bim. 4.
7 Ibid., him. 7-9.
* Atho Mudzhar, “ Hukum Keluarga...,” him. 24-33.




menjelaskan bahwa di dunia Islam telah terjadi tiga fase gelombang pergerakan
pembaharuan hukum keluarga;
1. Fase tahun 1915 — 1950.

Masuk pada fase ini adalah pembaharuan yang dilakukan Turki serta
koloninya (Yordania, Libanon, Syiria) yaitu sekitar tahun 1915 hingga tahun
1917, lalu ditkutt Sudan tahun 1923 dan Iran tahun 1928.

2. Fase tahun 1950 — 1971

Pasca perang dumia ketiga, dimana negara-negara di Asia dan Afrika
melepaskan diri dari belenggu penjajahan, banyak diantara negara-negara
tersebut yang mencantumkan Islam sebagai agama resmi dalam konstitusinya,
tercatat setidaknya Yordania mengundangkan hukum keluarga pada tahun 1951,
Syiria tahun 1953, Irak tahun 1959, Pakistan tahun 1961-1962 sedang Indonesia
sendiri sampai periode ini belum memiliki undang-undang tentang hukum
keluarga.

3. Fase tahun 1971- sekarang

Pada fase ini Afganistan dan Kuwait membuat undang-undang tentang
perkawinan dan kewarisan, Libia tercatat juga memperbaiki kembali hukum
keluarganya, baru kemudian Indonesia dan diikuti Somalia memberlakukan
undang-undang tentang perkawinan pada tahun 1974 dan tentang peradilan
agama fahun 1989

Menyinggung mengenai metode reformasi hukum yang digunakan, Atho

membedakan menjadi dua bentuk. Pertama, intra-doctrinal reform, yaitu

P Itid



dengan jalan menggabungkan pendapat dari beberapa mazhab hukum atau
pendapat di luar mazhab utama misalnya Turki yang Hanafi dan Mesir yang
Syafi’i namun juga mengambil pendapat mazhab lain dalam pengembangan
hukumnya. Kedua, extra doctrinal reform, yaitu suatu metode yang terlepas dari
ikatan mazhab dan memberikan penafsiran yang ‘baru’ bagi nas vang ada,
sebagai contoh Turki yang memberlakukan hukum sipil barat, diklaim oleh
sebagian sarjana Turki bukan sebagai penyimpangan hukum Islam, namun
sebagai penafsiran baru terhadap pemahaman nas yang ada, demikian pula
Tunisia yang menganut asas monogami mutlak dalam perkawinan. Adapun
cara-cara pembaharuan tersebut beragam namun prinsipnya secara umum
menekankan aspek mas/ahah al-mursalah dan siyasah asy-syar‘iyyal.

Dari kajian pustaka ini nampak bahwa pengembangan dan pembabaruan
hukum Islam terjadi sebagai tuntutan zaman yang berubah cepat yang
mengharuskan negara-negara Islam tersebut melakukan pengembangan dan
pembaharuan hukum keluarga, hanya saja kajian yang menyoroti pengaruh
mazhab klasik bagi upaya tersebut kurang mendapat perhatian yang baik,
padahal bila diamati ternyata metode reform itu saja (seperti ditulis Atho)
memperlihatkan betapa ‘kungkungan mazhab klasik” masih meninggalkan
pengaruh yang amat kuat bagi arah pengembangan hukum Islam.

Senada dengan apa vang telah disampaikan Atho’ diatas sebuah laporan
penelitian vang ditulis oleh Ahmad Rofiq “Kecenderungan Pembaharuan

Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1970-1990-An (Sebuah Kajian

)?7

Metodologis)” yang mencoba memetakan ide-ide pembaharuan hukum Islam di
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Indonesia mulai tahun 1970-1990 yang menurut Rofig dapat dipilah menjadi
dua ciri pokok

1. Pembaharuan hukum Islam yang melibatkan birokrasi atau legislasi
hukum oleh negara, dalam hal ini produk pemikiran tersebut misalnya
kodifikast hukum, peraturan perundang-undangan juga dapat berbentuk
keputusan hakim.

2. Pembaharuan hukum Islam vang berupa fatwa atau fikih baik
perorangan maupun lembaga-lembaga keagamaan. Dalam corak ini yang
berasal dari perorangan jarang sekali ditemukan yang banyak adalah
fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keagamaan seperti
fatwa majelis ulama Indonesia (MUTI), bahsul masail NU atau putusan
majelis tarjih Muhammadiyyah.

Menyinggung tipologi pembaharuan yang dilakukan negara-negara Islam di
tahun 1970-1990 tersebut Rofig menggunakan pembagian yang digunakan JN.D
Anderson yang membagi menjadi tiga tipe;

1. Negara yang menempatkan Syari’ah sebagai dasar negara seperti Arab

Saudt.

2. Negara yang fidak lagi berpijak pada ajaran Islam dalam perundang-

undangan (sekuler) seperti Turki yang banyak mengadopsi hukum dari

eropa khususnya Swiss.

2 Ahmad Rofiq, “Kecenderungan Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia
Tahun 1970-1990-An (Sebuah Kajian Metodologis),” Laporan Penelitian Individual (Tahun
1997).




3. Negara yang melakukan kompromi dalam pembaharuannya vaitu antara
sekuler dan ajaran Islam seperti Mesir, Syiria dan Irak.

Melihat pada pembagian ini nampaknya-menurut Rofig- Indonesia bisa
digolongkan kedalam tipe yang ketiga artinya pembaharuan hukum Islam di
Indonesia adalah upaya kompromi antara hukum Islam dan hukum-hukum lain
yang ada di Indonesia, seperti hukum adat atau juga hukum yang dibuat di masa
kolonialisasi yang dinyatakan masih berlaku sam pai sekarang,

Dalam bagian lain tulisannya Rofiq menjelaskan pula bahwa pemikiran
pembaharuan di Indonesia memiliki kecenderungan pada apa yang di istilahkan
sebagai ‘Neo Modernisme’ yang memiliki ciri-¢iri;

a. Kajian-kajian yang dilakukan bersifat komprehensif, obyektif ilmiah
serta melihat kepada tradisi-tradisi Islam sebelumnya.

b. Adanya garis pembedaan antara Isiam Normatif dan [slam Historis atau
antara konseptual dan akktual,

¢. Kajian dilakukan dengan metodologi ilmiah kontemporer.

d. Tidak memahami Islam secara ad hoc.

e. Metodologinya baru namun unsur-unsumya tradisional.

f Memasukkan masalah-masalah kekinian dalam mterpretasi al-Qur’an.

Kiranya patut pula disinggung scbuah buku Lamhudin Nasution”
“Pembaharuan Hukum Islon Dalom Mahab Syafi’’ vang dengan panjang
lebar membicarakan sekitar mazhab Syafi’i dan pengembangan hukumnya

* Lambusdin Nasution, Pembaliarua Hudsan Islam Dalam Mazhab Asy-syafi', cet. 1
{Bandung- PT. Remaja Rosdakarya, 2001).
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sayangnya tulisan ini kurang menyentuh aspek hukum keluarga dan pengaruh

Syafi’i dalam pengembangannya.

E. Kerangka Teori.

Indonesia merupakan sebuah negara yang sedang berkembang, yang
ditandai dengan perubahan cara hidup -yang semula lebih banyak
menggantungkan hidupnya- dari aspek agraris, menuju tahapan teknologi
industri (dalam istilah sosial dikenal dengan rramsitional society), yaitu suatu
masyarakat vang sedang berubah dari keadaan tradisional menuju masyarakat
industri.”?

Pada satu sisi hal ini mempercepat kemajuan masyarakat dalam segenap
aspek kehidupan, namun tidak jarang pula justru menyeret suatu masyarakat
pada bentuk hilangnya nilai-nilai yang semestinya dipertahankan sebagai
kontrol sosial dan filter yang mampu menyaring hal-hal yang berekses negatif
sebagai akibat dari kemajuan peradaban itu, seperti adat istiadat, agama, moral
dan sebagainya.

Hilangnya sistem kontrol di atas tentu akan menyebabkan ketimpangan,
sebab kemajuan peradaban yang tanpa diimbangi dengan sistem kontrol yang
kokoh dan memadai tentu pada gilirannya membuahkan peradaban yang kosong
dari nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

Sistem kontrol vang kurang memadai di atas pada akhirnya memang akan

mendatangkan malapetaka serius bagi sebuah masyarkat, karena itu

Zgoerjonc Soekanto, Kamus Sosiologé, cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993}, him.
468.
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seyogyanyalah peran kontrol ini perlu untuk lebih ditingkatkan dan dimodifikasi
sedemikain rupa agar tidak terjadi pergesekan-pergesekan yang akan merugikan
keduanya. Dalam koridor inilah sesungguhnya peran fikih (hukum Islam)
scbagai sebuah bentuk kontrol sosial perlu ditampilkan dalam ‘wajah® yang
lebih humanis dan aspiratif” dalam tataran ini pula aplikasi dari ‘ide’
pembaharuan dan pengembangan hukum Islam itu dapat lebih ditekankan.

Gerakan pembaharuan dan pengembangan itu biasanya dipahami sebagai
‘gerakan ijtthad’ untuk menetapkan ketentuan hukum vang vang mampu
menjawab permasalahan baru yang ditimbulkan oeh kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi modern baik menetapkan hukum baru atau untuk
menggantikan ketentuan hukum lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan
keadaan dan kemaslahatan manusia sekarang. **

Dewasa ini dikenal beberapa cara yang vang digunakan untuk melakukan
pengembangan tersebut diantaranya melalui kebijaksanaan administratif,
misalnya tentang kewajiban pencatatan perkawinan, dapat pula melalui sebuah
aturan tambahan, contohnya adalah mengenai wasiat wajibah. Cara lain yang
ditempuh adalah melalui metode falfig vyaitu dengan meramu berbagat
pemikiran (mazhab hukum) menjadi baru misalnya yang terjadi di Turki yang

menganut mazhab Hanafi namun merasa bahwa rumusan tentang seorang isteri

¥ Pada dasarnya hukum memiliki 2 fungsi vaitu sebagai social engineering dan social
conrol. Hukum sebagai Social Engineering artinya hukum berfungsi sebagai alat untuk
mengatur dan mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan diencanakan
sedangkan hukum sebagai control social maksudnya hukum berfungsi sebagai alat pengendalian
sosial vang lazim dikenal sebagai law-enforcement. Lihat. Soerjonc Scekanto, Pokok-Pokok
Sosiologi Hukum, cet. 1 (Jakarta: CV. Rajawali, 1980}, him. 126 dan 166.

* Lebih jauh tentang hal ini lihat. H. M. Arifin Noor, llmu Sosial Dasar Untuk IAIN
Semua Fokultas don Jurusan: Komponen MKU, cet. 1 { Bandung : CV. Pustaka Setia, 1997 ).
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yang ditinggal suami tidak dapat melepaskan dirinya dianggap tidak sesuai lagi
dengan perubahan zaman maka dicarilah rumusan yang lebih aktual dengan
mengambil UU perkawinan Swiss. Cara yang terakhir yang juga banyak
digunakan adalah dengan melakukan reinterpretasi dan reformulasi yakni
dengan menafsir ulang rumusan-rumusan hukum klasik sehingga lebih sesuai
dengan perubahan zaman.”

Hukum Islam sebagai sebuah aturan yang berasal dari Allah Swt tidak
dapat disamakan dengan berbagai peraturan perundangan yang dibuat oleh
manusia sebab hukum Islam tersebut datang dari tuhan manusia vang
menciptakan seluruh alam semesta ini maka sudah barang tentu nilai
kebenarannya sangat jauh bila di bandingkan dengan hasil ciptaan manusia,
karena tuhan tidak memiliki kepentingan yang dapat mempengaruhi peraturan
tersebut, sedangkan peraturan yang dibuat oleh manusia sangat subytektif
sifatnya karena si pembuat peraturan dengan sadar maupun tidak, akan
memasukkan kepentingannya dalam peraturan tersebut, ditambah pula dengan
keterbatasan-keterbatasan yang melingkupi sisi kemanusiaan mereka, sudah
barang tentu produk yang dihasilkanpun tidak akan pernah mencapai apa yang
mampu dicapat oleh peraturan yang sifatnya ilahiyah.

Definisi mengenai hukum Islam ini dapat dijumpai hampir diseluruh kitab
fikih dan tulisan-tulisan yang membicarakan tentang hukum Islam, lengkap

dengan berbagai karakteristik yang membedakan hukum Islam dengan hukum

PAmir Syarifuddin, Pembaharian Pemikiran dalem Hudum Istam, cet. 1 (Padang:
Angkasa Raya, 1990), hlm. 124-128.
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yang lain. Batasan vang cukup memadai diberikan oleh Amir Syarifuddin,z6
bahwa hukum Islam adalah “Seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu
Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan
diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.”

Hukum keluarga sebagai bagian dart hukum Islam yang sangat
fundamental tentu saja tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam wacana
pengembangan hukum Islam tersebut sebab sebagai institusi terkecil dalam
suatu negara keluarga akan sangat berpengaruh terhadap maju dan tidaknya
negara tersebut lebih lagi di zaman teknologi informasi dewasa ini.

Bila dilihat dari segi fungsinya maka keluarga memiliki setidaknya
delapan fungsi,27 vaitu ekonomi, kasih-sayang, pendidikan, perlindungan,
sosialisasi anak, rekreasi, status keluarga dan agama. Berdasarkan hal tersebut
seyogyanya arah pengembangan hukum keluarga sedapat mungkin haruslah
mengedepankan terciptanya ikdlim yang kondusif bagi terlindunginya
kemaslahatan keluarga terutama wanita dan anak, karena salah satu tujuan
pengundangan hukum (dalam hal im hukum keluarga) adalah untuk
mendapatkan kepastian hukum. Dalam hukum keluarga inilah terdapat jiwa
wahyu Ilahi dan sunnah Rasul sedang pada hukum lain jiwa itu telah banyak
hilang.

Sebagai sebuah ‘alat’ untuk merumuskan hukum-hukum yang di ambil

dari nas-nas primer (al-Qur’an dan al-Hadis) usu/ figh merupakan ilmu yang

* Ibid . Wm. 18.

" William J. Goode, Sosiologi Keluarga, alih babasa Lailahanum Hasyim, cet. 2 (Jakarta:
PT. Bina Aksara, 1985).
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sangat vital sebab tanpa memahami usu/ figh secara baik dan benar sudah dapat
dipastikan bahwa usaha untuk menarik hukum (istinbat) dari dalil-dalil diatas
dengan sendirinya akan sia-sia terutama dalam ide pengembangan hukum
tersebut.

Memahami wusu/ figh dengan baik tak ubahnya seperti memahami ilmu
logika dalam mempelajari filsafat dimana dengan mempelajari logika akan
meminimalisir tingkat kesalahan dalam memahami filsafat sebagaimana ilmu
usul figh dapat menghindarkan kesalahan-kesalahan yang fatal dalam usaha
merumuskan hukum-hukum dari al-Qur’an dan al-Hadis tersebut, bahkan tidak
jarang terjadi karena perbedaan dalam penggunaan metode-metode usulivah ini
mengakibatkan perbedaan dalam rumusan hukum padahal objek yang dikaji
sama.

Akan tetapi hal diatas pada akirnya sangat disayangkan sebab fikih yang
merupakan produk pemikiran melalui elaborasi kaidah-kaidah usuliyyah
tersebut (usu/ figh) justru pada masa-masa akhir ini disalah artikan sebagai suatu
yang ‘final’ serfa upaya-upaya untuk melakukan tinjauan yang bernuansa
berseberangan, dianggap ‘melawan’ hukum Islam itu sendiri yang pernah
dirumuskan sarjana-sarjana muslim beberapa abad yang lalu, padahal fikih itu
sendiri merupakan ungkapan kegelisahan para ulama dizamannya terhadap
berbagai problema vang timbul dan belum mendapatkan ketegasan dari sumber-
sumber yang primer. Karena itu haruslah dipahami bahwa pemikiran tentang
perlunya reaktualisasi itu sebenamya pernah terjadi dan dialami beberapa abad-

vang lalu dan para ulama-ulama dahulu tersebut telah berhasil, -setidaknya
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mampu-, mengapa lalu upaya yang sama terhadap obyek vang sama lalu harus
dianggap sebagai suatu yang tabu pada masa sekarang?

Sebagai ilusrasi dapat dicontohkan mengenai persoaalan wali dalam
perkawinan. Mazhab Hanafi vang dikenal kurang dapat menerima kehadiran
hadis ahad dalam ijtihad berpendapat bahwa persoalan wali dalam perkawinan
wanita yang sudah balig tersebut bukanlah termasuk rukun perkawinan,
dikarenakan pendapat Hanafi yang menganggap bahwa hadis tersebut adalah
hadis ahad yang dengan sendirinya tidak apat dijadikan sebagai hujjah berbeda
dengan asy-Syafi’t yang menetapkan hadis ahad dapat dijadikan sebagai dasar
hukum yang dengan sendirinya menganggap posisi wali dalam perkawinan
sebagai rukun yang harus dipenu‘hi.28

Hal seperti yang dicontohkan diatas tentu saje lebih pantas untuk berbeda
bila dilihat pada masa ini, sebab kondisi antara Abu Hanifah dan asy-Syafi’i
waktu itu bisa dikatakan tidak jauh berbeda mengapa lalu rumusan hukumnya
berlainan, logikanya, masa ini pasti akan menjadi sangat berbeda karena kondisi

saat ini yang jauh berbeda bila dibandingkan dengan waktu itu.

F. Metode Penelitian.
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini dapat digolongkan pada penelitian kepustakaan (library

research), yaitu penelitian yang menggunakan berbagai literatur dalam proses

% Lihat. Muhammad Jawad al-Mugniyah, Figh ‘Ala Mazahib Al-Khamsah, cet. 1,
{Jakarta: Basrie Press, 1994}, him. 53-59.
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pengumpulan data.”” Pendekatan yang digunakan adalah normatif-sosiologis.
Pendekatan normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu
produk pemikiran baik berupa ide, gagasan, maupun ajaran, (dalam hal i
adalah metode-metode istinbat hukum asy-Syafi’i dan berbagai produk
perundang-undangan yang terkait seperti KHI, UU no.1/1974 dan lainnya).
Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang dipakai untuk
mengetahui berbagai rangkaian peristiwa, institusi, organisasi dan pola perilaku
masyarakat.”’
2. Sumber Data
Sumber data bagi penelitian ini adalah segala macam bahan baik buku,

jurnal, artikel, tesis dan sebagainya yang terkait erat dengan substansi
permasalahan dalam hal int dapat dibedakan:

a. Data Primer

Yaitu yang menyangkut metode-metode istinbaf hukuom asy-Syafi’i dan
perkembangan hukum keluarga, data ini dapat berupa kitab fikih klasik seperti
kitab Ar-Risalah, Jima® al-‘Ilm, al-Umm dan yang sejenis, maupun materi
perundang-undangan yang memuat hukum keluarga semisal KHI, UU
No.1/1974 tentang perkawinan dan lain sebagainya.

b. Data Sekunder

Digunakan untuk melihat berbagai pengaruh metode-metode istinbat

hukum asy-Syafi’i dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Data in1

¥ Hermawan Wasito dkk, Pengantar Metodologi Penelitian, cet. 4 (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 1997), him. 10.

** Cik. Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi di
Bidang llmu Agama Islam, cet. 2 (Jakarta: Logos, 1998), him. 9.
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dapat ditemukan pada tulisan-tulisan yang concern dalam membicarakan
pengembangan hukum keluarga seperti Mimbar Hukum dan yang sejalan
dengan itu.
¢. Data Tertier
Digunakan untuk melihat berbagai kondisi sosial kemasyarakatan dalam
pengaplikasian hukum keluarga Islam. Data ini sebagian besar dijumpai dalam
kajian yang bercorak sosiologis-hukum seperti perubahan sosisal, interaksi
masyarakat dan sebagainya yang terkait erat dengan hukum keluarga Islam di
Indonesia.
3. Amalisis Data
Seluruh data di atas akan dianalisa secara deskriptiff' dengan
menggunakan metode deduktif dan metode induktif’> bergantung pada masalah
vang dibahas dan data yang ada, sebagai contoh data yang berkenaan dengan
perubahan hukum akan digunakan metode induktif karena dirasa lebih cocok
untuk sampai pada detil masalah, sebaliknya data yang berbentuk dalil-dalil
hukum maupun pemikiran-pemikiran akan dianalisa secara deduktif karena

dirasa lebih sesuai dengan karakter data tersebut.

. Sistematika Pembahasan.

Penelitian ini akan dibagi ke dalam V bab . Bab I pendahuluan yang terdiri

dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

3 Saifuddin Anwar, Mefode Penelitian, cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), him.

32 1bid  him. 40.




telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
Dalam Bab II, untuk memberikan arah bagi bab berikutnya akan dibicarakan
mengenai asy-Syafi’i dan metode istinbat hukumnya serta hal-hal yang
berhubungan. Bab [II akan dipaparkan mengenai pembaharuan hukum Islam
dalam ruang lingkup hukum keluarga, hal yang diangkat seputar sejarah hukum
Islam di Indonesia dan berbagai upaya tersebut, untuk lebih masuk pada inti
masalah KHI coba diangkat sebagai contoh pembaharuan dan pengembangan
hukum Islam di Indonesia. Bab IV merupakan analisis yang akan membedah
secara rinci pengaruh metode-metode istinbat hukum asy-éyaﬁ’i dalam upaya
pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Bab V berisi kesimpulan

dan penutup.



BABYVY

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam Bab I hingga Bab IV dapat

ditarik beberapa poin penting yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan akhir

dalam penelitian skripsi ini:

1.

Sebagai sebuah alat merumuskan hukum, metode istinba{ hukum asy-
Syafi’t cukup berperan besar dalam pengembangan hukum keluarga
Islam di Indonesia hal ini terutama tampak pada fase-fase awal
pengembangan yang dimulai setidaknya sejak mulai masuknya Islam
hingga masa kemerdekaan. Kenyataan ini disebabkan pada masa-masa
awal rumusan-rumusan hukum mazhab Syafi’i yang dihasilkan melalu
elaborasi terhadap kaidah-kaidah usuliyyah yang telah dicanangkannya
dirasa masih cukup memadai dan sesuai dengan keadaan masyarakat
pada masa itu, namun pada fase berikutnya yaitu pasca kemerdekaan
hingga saat sekarang, sebagai sebuah alat merumuskan hukum metode
istinbat hukum asy-Syafi’i terasa mengalami penurunan yang cukup
besar.

Akibat logis dari poin di atas, metode istinbat hukum asy-Syafi’i
cenderung kurang responsif dan akomodatif terhadap ide pengembangan
hukum keluarga tersebut sebab alur istinbat asy-Syafi yang hanya
membatasi pada al-Qur’an-Sunnah-Ijma’-Qiyas dengan porsi yang telah

digariskannya cenderung ‘sempit’ dalam situasi dan kondisi dewasa ini.

B. Saran-Saran

L.

Perlunya digalakkan kajian-kajian hukum keluarga Islam dengan
melibatkan berbagai disiplin ilmu sehingga didapatkan rumusan-

rumusan hukum yang lebih sesuai dengan perubahan zaman dan situasi.
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2. Dalam skala yang lebih besar perlu diadakan secara lebih intens
perbandingan-perbandingan hukum keluarga dengan negara-negara
Islam yang lain supaya ditemukan pola-pola yang lebih batk dalam
pengembangan hukum keluarga tersebut.

3. Perlunya pendalaman dan pematangan kajian usul figh sebagai sebuah
metode istinbat hukum di lembaga-lembaga pendidikan Islam
(khususnya di Fakultas Syari’ah) hingga didapat individu-individu yang
mumpuni dan handal untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer

vang terus bermunculan seiring dengan perubahan zaman dan situasi.

Penyusun merasa bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari memadat hal
ini disebabkan persolan yang dibahas bukanlah masalah sederhana yang dapat
dijabarkan dengan mudah, namun menyangkut berbagai aspek yang sangat
komplek. Hal ini diperparah dengan kemampuan yang sangat dangkal dari
penyusun sendiri, akibatnya banyak hal yang semestinya dijelaskan akhirnya
terabaikan begitu saja belum lagi kesalahan-kesalahan teknik penulisan yang
menunjukkan miskinnya keilmuan penyusun. Mudah-mudahan penelitian ini

dapat menjadi amal saleh bagi penyusun di hadapan pengadilan-Nya nanti.
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